ABSTRAK

Peredaran pelumas mesin palsu kendaraan bermotor di pasaran semakin
marak terjadi. Dikhawatirkan peredaran pelumas mesin palsu kendaraan bermotor
tersebut telah menyebar ke berbagai daerah di tanah air, tidak terkecuali di DKI
Jakarta. Besarnya angka pembelian di Ibu Kota membuat siapa saja tergiur untuk
mengadu nasib berdagang di sana. Dengan modal seminim mungkin dan demi
meraup keuntungan banyak, para oknum nakal ini rela megoplos pelumas mesin
kendaraan bermotor lalu menjualnya kepada konsumen tanpa menghiraukan
resiko yang akan terjadi, dengan alasan kebutuhan hidup. Dengan cara seperti ini
jelas sangat merugikan konsumen. Oleh sebab itu pengawasan mengenai
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus selalu dilakukan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Untuk itu mengenai pengawasan terhadap barang dan/atau jasa,
pengawasan olech pemerintah diatur’ melalui Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini
menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan yang didukung dengan data
primer dari hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh
pemerintah terhadap peredaran pelumas mesin kendaraan bermotor di DKI Jakarta
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga
Kementrian Perdagangan RI yang berupa pengawasan berkala, pengawasan

khusus, dan pengawasan terpadu.
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